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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 05 TAHUN 2013 
TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI 
 SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  

DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang 
Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah adalah menyusun dan menetapkan 
pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan 
Pemilu; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum antara lain 
menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu, 
Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum yang merupakan pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan; 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.305 2 

c.  bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan 
huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
24 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27 ayat (4), Pasal 
29 ayat (5), Pasal 324 ayat (2) dan Pasal 325 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penetapan Daerah 
Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah 
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4884); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744); 

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5316); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata 
Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104) 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 
sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698); 
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13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan 
Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 
2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 
2012; 

Memperhatikan: 1. Berita Acara Serah Terima Data Agregat 
Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Dalam 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor : 
470/5022/Sj dan Nomor : 114/BA/XII/2012 tanggal  
6 Desember 2012; 

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/1056/SJ 
tanggal 27 Maret 2012; 

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 135/3566/SJ 
tanggal 14 September 2012; 

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/418/PMD 
tanggal 13 Januari 2012; 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
Pemilihan Umum Tahun 2014; 

6.  Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 
tanggal 1 Februari 2013; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA 

CARA PENETAPAN DAERAH  PEMILIHAN DAN ALOKASI  
KURSI  SETIAP DAERAH  PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DALAM 
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota  
yang selanjutnya disingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga 
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang 
bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum. 

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi, 
adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di 
provinsi. 

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU 
Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas 
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 

7. Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota adalah partai politik nasional dan partai politik lokal 
Aceh untuk Pemilu anggota DPRA dan DPRK di wilayah provinsi Aceh 
yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu dan 
ditetapkan dengan Keputusan KPU.  

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah 
Republik Indonesia. 

9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 
sebagai warga Negara. 

10. Daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota adalah wilayah administrasi pemerintahan atau 
gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah 
administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan 
wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan 
alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai 
politik, dan  penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kabupaten/Kota. 

11. Bilangan Pembagi Penduduk selanjutnya  disingkat BPPd adalah 
bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu 
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